PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMEA BARAT DAYA

NOMOR : 537 [KEP/HK/2019

TENTANG

PENATAAN ULANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD| NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
LINGKUP KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Mengingat

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

by bvrrry Thems

zanwa Pasal Iayal 1 Peraturan Pemerintahh Nomor 18
tahun 2016 fentang Perangkat Dacrah, Perangkat
Daerah adalah unsur pembantu kepsla Dacrah dan
Dewsan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penvelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah

hahwa  dalam mendirkung kelancaran  proses
pembelajaran pada seniap jenjang pendidikan, maka
perlu dilakukan penatasn ulang kelembagaan Sekolah
Dasar (5D) Negert dan Sekolah Menengaa Pertama (SMP)
Meger:;

bahwa berdasarkan pertimbangan  scbagaimana
cdimaksud cvalam huruf a dan hurafl b oerlu ditetapkan
Keputiisan Bugati Sumba Baral Dava tentang Penataan
Ulang Kelembagaan Sckolsh Dasar (5D) Negeri Dan
Sckolah  Menengah  Pertama  (SMP) Negeri  Lingkup
Kabupaten Sumba Barat Daya;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggara Negara vang Bersth dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 735, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomer 35'151]@




A

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan  Dosen, (Lembaian Negara Republik lidonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586):

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Dava di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4692):

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telahy diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 20715 rentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermitahan  Dacralhh  (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
LemburanNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Peémerintal Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar  Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomoir 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang FPerubahan Atas
Peraluran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar  Nesional  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republilkk Indonesia Tahun 2013 Namor 71, Tambahan

Llembaran Negara Repuhblik ITndonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemermtah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Curi (Lembacan Negara Republik Indonzsia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahap, Lembaran Megara Republik
Indnnesia Nomor 4941}




9.

14}

Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 teniang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51035} sebagaimana felah diubah dengan Peratulan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndarniesia Nomor 5137);

Perataran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 lentang
Peranekat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Dasar Di Kabuparen/ Kota sebagaimana telah diubah
dengan Poratvran Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan
Minimal Perididikan Dasar Di Kabupaten/ Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013
rentane Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Repuolilk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030);

Peraturan  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tfentang

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan

Pendidikan Dasar Dan  Menengah Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
MEMUTUSKAN:

KESATL . Menata ulang kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negen dan

Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP) Negerni Lingkup

4 Kabupaten Sumba Barat Dayvp| sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Kepuiusan il




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan

Sekolah - sekolah yang tercantum dalam Lampiran 1
Keputusan ini adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan
Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  Negeri  lingkup
Kabupaten Sumba Barat Dava:

Penataan ulang kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri diatur
berdasarkan Kecamatan

Kepulusan W

upati ini mulai berlaku  pada tanggal
ditetapkan. ’

Ditetaplkan di Tambolaks
pada tanegal,
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1. Menteri Dalam Negeri Republib Indonesia di Jakarta;

2. Menleri Pendidikan dan Kebudavaan Republik Indonesia di Jakarta;

Lo

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang :

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudavaan Provinsi Nusa Terggara Thmur

di Kupang;

3. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Dava ol Tambolaka
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumba
Barat Daya di Tambaolaka;

7. Tim studi kelavakan vang bersangkutan.,




LAMPIRAN Il KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAY A
NOMOR 237 /KEP/HK /2019
TANGGAL : 20 September 2019

TENTANG : Penataan Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan

Sekolah Menengah Pertamna (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten
Sumba Barat Daya

SEBELUM PERUBAHAN

| NO | NAMASEKOLAH | NPSN | JENJANG KECAMATAN |
108 | SD INPRES OMBA 50304134 | SD WEWEWA
| NGAINGO | _  TENGAH |
MENJADI
NO NAMA SEKOLAH __ | NPSN [ JENJANG KECAMATAN
108 | SD NEGERI OMBA | 50304134 SD WEWEWA
| NGAINGO  TENGAH
1 } =i |

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor :

537 /KEP/HK/2019 tanggal 20 September tahun 2019 tentang Penataan
Ulang Kelembagaan Sekolah Dasar (SD] Negeri Dan Seko Menengah
Pertama (SMP) Negeri Lingkup Kabupaten Sumba Barat Da}raé?’

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal, Zp - aj *Zﬁa"j
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